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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Upaya Program Pengurangan Pekerja Anak-
Program Keluarga Harapan dalam Memenuhi Hak Pendidikan Pekerja Anak di 
Kabupaten Temanggung 

Anak yang bekerja dan mencari pekerjaan diidentifikasi sebagai anak yang 
rentan menjadi pekerja anak. Permasalahn ini muncul dalam kegiatan ekonomi 
yang disebabkan karena faktor kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan 
adalah rendahnya sumber daya manusia sehinga tidak mampu bersaing dipasaran 
tenaga kerja, hal ini terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan. Karena anak 
pada usia 18 tahun kebawah seharusnya masih duduk di bangku sekolah. Program 
PPA-PKH berupaya mengembalikan pekerja anak ke dunia pendidikan dengan 
menarik anak dari dunia kerja untuk kemudian berpartisipasi didalam pendidikan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya program PPA-PKH dalam 
memenuhi hak pendidikan pekerja anak di Kabupaten Temanggung dari Tahun 
2014-2017 dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Program PPA-
PKH di Kabupaten Temanggung. Penelitaian ini menggunakan Metode penelitian 
kualitatif dan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi 
sebagai teknik pengumpulan data. Penentuan subjek penelitian menggunakan 
purposive sampling. 

Hasil dari penelitian ini adalah upaya program PPA-PKH di kabupatean 
Temanggung dari Tahun 2014-2017 cukup baik dalam mengurangi jumlah pekerja 
anak dan anak putus sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah peserta 442 
yang di tarik dari tempat kerjanya dan dikembalikan ke pendidikan formal 
berjumlah 90 anak dan non-formal berjumlah 352 sesuai dengan tingkatannya. 
Adapun faktor penghambat pelaksanaan progam adalah kurangnya motivasi dari 
anak baik karena pengaruh lingkungan, orang tua maupun teman sebaya dan 
ekonomi keluarga yang kurang mampu. Faktor lain ialah  kurang validnya data 
yang membuat tenaga pendamping sulit saat melaksanakan perekrutan PPA-PKH 
di Kabupupaten Temanggung. 

Kata kunci : Upaya PPA-PKH, Hak Pendidikan Pekerja Anak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 

memperlihatkan, tingkat partisipasi anak di pasar kerja masih cukup tinggi, 

pada tahun 2014 jumlah anak berumur 10-17 tahun secara ekonomi aktif 

bekerja mencangkup 2,77% , mereka aktif bekerja membantu keluarga 

ketika anak-anak lain sibuk bersekolah. Sedangkan, jumlah anak dengan 

usia 5-9 tahun yang aktif bekerja faktanya juga cukup tinggi. Hasil Survei 

Pekerja Anak yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama 

Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada 2009 menunjukkan, jumlah 

penduduk berumur 5-12 tahun yang bekerja mencapai 674,3 ribu jiwa atau 

mencakup sekitar 16,64% dari jumlah total pekerja anak (penduduk usia 5-

17 tahun) yang mencapai 4,05 juta orang.1 

Tabel 1.1 jumlah pekerja anak di Indonesia 

 

                                                           
1 Fakta tentang pekerja anak di Indonesia  http://www.kompasiana.com/kadirsaja/fakta-

tentang-pekerja-anak-di-indonesia, diakses pada tanggal, 10 Mei 2017. 
 

http://www.kompasiana.com/kadirsaja/fakta-tentang-pekerja-anak-di-indonesia
http://www.kompasiana.com/kadirsaja/fakta-tentang-pekerja-anak-di-indonesia
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UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebukan beberapa 

ketentuan mengenai anak yang bekerja, sebagaimana Pasal 69 di antaranya 

usia anak tidak boleh kurang dari 15 tahun (ayat 1), bekerja pada bidang yang 

tidak membahayakan fisik, mental dan moral anak, dengan syarat harus 

mendapat ijin dari orang tua dan harus tetap bersekolah (ayat 2).2 

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) 

Jawa Tengah mengungkapkan jumlah pekerja anak di bawah umur di Jateng 

mencapai 36.000 orang, Pekerja anak tersebut antara lain berada di Magelang, 

Banyumas, Sragen, Banjarnegara, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Brebes, 

Pemalang, Kebumen, Temanggung, Banjarnegara dan Jepara.3 Kabupaten 

Temanggung merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang mendapatkan 

kesempatan untuk melaksanakan program PPA-PKH, terhitung sejak tahun 

2014 - 2017 Dari total 1.532 pekerja anak yang ada di Temanggung,  kurang 

lebih sebanyak 400 anak telah diikutkan dalam program PPA-PKH selama 

kurun waktu 4 tahun tersebut atau baru sekitar 34 % dari jumlah keseluruhan 

pekerja anak.4  

Data  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung 

serta Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) 

Temanggung tahun 2014 mencatat lebih dari 1.532 anak yang berkerja di 
                                                           

2 Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
 
3 Anak di Jateng Bekerja dan Putus Sekolah  http://www.solopos.com/2015/08/02/pekerja-

anak-36-000-anak-di-jateng-bekerja-dan-putus-sekolah, diakses 12 mei 2017. 
 
4  Wawancara dengan Saudara Miftahul Pendamping  PPA-PKH pada tanggal 20 April 2017, 

jam 13.00 WIB. 
 

http://www.solopos.com/2015/08/02/pekerja-anak-36-000-anak-di-jateng-bekerja-dan-putus-sekolah,
http://www.solopos.com/2015/08/02/pekerja-anak-36-000-anak-di-jateng-bekerja-dan-putus-sekolah,


3 
 

 

berbagai sektor, formal maupun non formal.5 Jumlah itu merupakan 1,18% 

dari jumlah seluruh anak usia 10-18 tahun di Kabupaten Temanggung, yakni 

sebanyak 114.369 anak.6 Selain faktor kemiskinan, tingginya angka pekerja 

anak di Kabupaten Temanggung disebabkan oleh mayoritas penduduk yang 

bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, sehingga secara langsung atau 

tidak langsung melibatkan anak untuk bekerja di sektor tersebut.7 Karena 

faktor tradisi, banyak anak-anak yang secara tidak sadar ikut bekerja bersama 

orang tuanya di sektor pertanian dan perkebunan  anak-anak yang terlibat 

dalam pekerjaan orang tuanya tidak menerima upah dan bekerja dalam waktu 

yang tidak tetap, selain itu faktor lain adalah rendahnya pendidikan orang 

tuanya. 

Sedangkan definisi pekerja anak menurut Kementerian Ketenagakerjaan, 

pekerja anak adalah anak berumur kurang dari 18 tahun yang melakukan 

pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu 

pendidikan dan berbahaya bagi tumbuh kembang baik secara fisik, mental 

sosial maupun intelektual.8 

Anak yang bekerja dan mencari pekerjaan diidentifikasi sebagai anak 

yang rentan menjadi pekerja anak. Permasalahan ini muncul dalam kegiatan 
                                                           
 5 Edi Laks, Pekerja Anak Capai 1.532. http://temanggungkab.info/ berita/detail/ 201506/2945 
/pekerja-anak-capai-1-532.html, diakses tanggal 19 April 2017. 
 
 6 Badan Pusat Statistik Temanggung, Kabupaten Temanggung dalam Angka Tahun 2016 
(Temanggung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung, 2016),hlm.36. 

 
 7 PSKK UGM, Potensi Pelibatan Pekerja Anak di Sektor Perkebunan Temanggung Tinggi, 
http://cpps.ugm.ac.id/potensi-pelibatan-pekerja-anak-di-sektor-perkebunan-temanggung-tinggi/, 
diakses 18 April 2017. 
 

8 Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pedoman Pendampingan PPA-PKH 
(Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan, 2015), hlm. 4. 

http://temanggungkab.info/
http://cpps.ugm.ac.id/potensi-pelibatan-pekerja-anak-di-sektor-perkebunan-temanggung-tinggi/
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ekonomi yang disebabkan karena faktor kemiskinan. Salah satu penyebab 

kemiskinan adalah rendahnya sumber daya manusia sehinga tidak mampu 

bersaing dipasar tenaga kerja. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat 

pendidikan. Karena anak pada usia di bawah 18 tahun seharusnya masih 

duduk di bangku sekolah.9 

Anak yang terpaksa bekerja secara otomatis tidak memiliki kesempatan 

menikmati keindahan masa kanak-kanak. Pekerja anak tidak mendapat 

kesempatan bermain atau pendidikan dan kehidupan yang wajar karena harus 

bekerja dan menjadi tempat bergantung keluarga. Di satu sisi keberadaan 

pekerja anak bisa memberikan kontribusi pendapatan keluarga, namun posisi 

mereka sangat dilematis karena sangat rentan terhadap eksploitasi dan 

perlakuan salah. 

Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap individu, yang 

keberlangsungannya dijamin oleh undang-undang, yang disebutkan dalam 

pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “ Tiap-tiap warga Negara 

berhak mendapatkan pengajaran”. Jaminan hak pendidikan dan pengajaran ini 

menjadi hak individu, tanpa terkecuali yang pemenuhannya menjadi tanggung 

jawab Pemerintah dan diatur dalam perundang-undangan.10 

Pendidikan mempunyai fungsi dan peran yang sangat besar sebagai 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang termuat dalam 

                                                           
9 Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pedoman Pendampingan PPA-PKH  

(Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Ketenagakerjaan, 2017), hlm.1.  
 
10 Idi Abdullah dan Safarina HD., Sosiologi Pendidikan. (Jakarta: PT Raja Grapindo 

Perseda, 2011) hlm.33. 
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UUD 1945 Alinea ke-4. Pendidikan diharapkan mampu menjadi dasar 

pembentukan pribadi bangsa dan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Selain itu, pendidikan merupakan aspek yang penting bagi pengembangan 

sumber daya manusia, sebab pendidikan merupakan  salah satu sarana dalam 

upaya membebaskan manusia dari keterbelakangan, kebodohan dan 

kemiskinan. 

Kementrian Pendidikan Nasional mewajibkan program Wajib Belajar 9 

tahun dengan tujuan agar setiap warga Negara usia 7 sampai 15 tahun wajib 

mengikuti pendidikan dasar,  baik pendidikan formal maupun non-formal 

yang saling melengkapi dan memperkaya. Melalui program wajib belajar 

pendidikan 9 tahun  diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, 

dan ketrampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal 

untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan 

pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi baik ke lembaga pendidikan 

sekolah ataupun luar sekolah.11  

Kenyataannya, selama proses tumbuh kembangnya dari lahir hingga 

dewasa, seorang anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang 

tuanya yaitu hak mendaptkan pendidikan, seorang anak bukanlah obyek 

exploitasi atau mempekerjakan anak untuk mendapatkan pendapatan keluarga, 

exploitasi anak sebagai pekerja untuk membantu menambah pendapatan 

kelurganya masih saja terus berlanjut,  

                                                           
 11 Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 ayat 
(1) 
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Perlindungan terhadap hak pendidikan anak menjadi perhatian serius, 

karena tidak sedikit dari anak di Negara ini yang terampas hak pendidikannya, 

terlebih bagi mereka yang berasal dari keluarga ekonomi lemah dan 

berpendidikan rendah. Faktor ini yang memaksa anak-anak bekerja mencari 

penghasilan tambahan guna membiayai kebutuhan keluarga, yang pada 

akhirnya merampas pendidikan dan tumbuh kembang mereka. Selain itu, 

kesadaran pendidikan yang rendah, baik dari keluarga maupun lingkungan 

sekitarnya terutama teman sebaya juga ikut andil didalamnya. 

Konvensi ILO No. 182 yang diratifikasi pemerintah melalui UU No.1 

Tahun 2000, yang berisi  Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan 

Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) yang berisi: 

1. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti 

penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon debt bondage dan 

perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan 

anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik 

bersenjata. 

2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk 

produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno. 

3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, 

khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana 

diatur dalam perjanjian internasional yang relevan. 

4. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat 

membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. 
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 Konvensi yang ditetapkan secara aklamasi pada tahun 1999 ini 

memberikan rincian tentang BPTA di mana anak di bawah 18 tahun tidak 

boleh terlibat di BPTA. Selain itu, Negara dituntut agar mengambil langkah 

segera dan efektif guna memastikan ditetapkannya pelarangan dan 

penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan terburuk untuk anak.12 

Sebagai tindak lanjut Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk 

Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan BPTA dengan Kepres. No. 12 

Tahun 2001 dan Perumusan Rencana Aksi Nasional (RAN) melalui Kepres 

No. 59 Tahun 2002 yang berisi13 

1. Bidang Pendidikan, Program Wajib Belajar 9 Tahun, merupakan 

program pemerintah dibidang pendidikan yang mewajibkan setiap anak 

Indonesia memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, yang terdiri dari 

pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama 

selama 3 tahun 

2. Bidang Ketanagakerjaan, Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang 

ketanagakerjaan dilakukan dengan menyebarluaskan informasi tentang 

fenomena pekerja anak, pengaruh negatif pekerjaan terhadap tumbuh 

kembang anak, berbagai bentuk perlindungan terhadap pekerja anak, 

perlunya tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan 

                                                           
12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi 

ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak, pasal 1,2 dan 3. 

 
13 Laporan pelaksanaan rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak, Sekretariat komite aksi nasional Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan Terburuk 
untuk anak. 
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terburuk untuk anak, serta tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh 

pemerintah dan masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan 

terburuk untuk anak 

Salah satu upaya percepatan pelaksanaan RAN – PBPTA (Rencana Aksi 

Nasional  Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) adalah 

program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program 

Keluarga Harapan (PPA-PKH). Program ini merupakan salah satu upaya 

Pengurangan pekerja anak terutama kategori BPTA dan pekerja anak yang 

putus sekolah dari keluarga tidak mampu. 

Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Program Keluarga 

Harapan (PPA-PKH) merupakan salah satu  program  perlindungan sosial bagi 

pekerja anak dalam rangka memberikan pemenuhan hak pendidikan anak. 

Dalam Kabupaten/Kota dan berkoordinasi baik fungsi maupun tugas dengan 

instansi yang membidangi pendidikan, pendidikan agama, kesejahteraan 

sosial, pelatihan ketrampilan dan lembaga non-pemerintah.14 

Program PPA-PKH berupaya mengembalikan pekerja anak ke dunia 

pendidikan dengan menarik anak dari dunia kerja untuk kemudian 

berpartisipasi didalam pendidikan. Hal ini dilakukan dengan menjembatani 

dan memfasilitasi pekerja anak untuk kembali belajar, baik formal maupun 

non-formal melalui kerjasama Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi dengan 

Dinas Pendidikan, Kementrian Agama Kabupaten Temanggung dan Dinas 

                                                           
 14 Dewi Rostyaningsih, Implementasi Program Penarikan Pekerja Anak-Program Keluarga 
Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 1:1 
(Oktober, 2015), hlm. 16. 
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Sosial. Program PPA-PKH dilaksanakan dengan menarik pekerja anak ke 

pendidikan melalui pendekatan pendampingan. Pendampingan dilakukan 

melalui:15 

a) Tahap pra-Shelter dengan melakukan kunjungan ke rumah untuk validasi 

data guna mendapatkan calon penerima manfaat. 

b) Tahap pelaksanaan pendampingan di Shelter untuk memberikan motivasi 

dan pembekalan kesiapan memasuki pendidikan. 

c) Tahap pendampingan pasca Shelter dilakukan melalui kunjungan rumah 

dengan tujuan memotivasi agar anak dan orang tua memelihara 

komitmen untuk kembali ke pendidikan serta memantau pelaksanaan 

tindak lanjut rekomendasi pengembalian anak ke sekolah. 

Besarnya jumlah pekerja anak di Kabupaten Temanggung ini 

membutuhkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun 

masyarakat untuk secara aktif dan masif mengambil tanggungjawab ini. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai Upaya Program PPA-PKH Dalam Memenuhi Hak 

Pendidikan Pekerja Anak di Kabupaten Temanggung.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokok 

permasalahan dalam penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana Upaya Program PPA-PKH dalam memenuhi hak 

pendidikan pekerja anak di Kabupaten Temanggung? 

                                                           
15 Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pedoman Pendampingan PPA-PKH 

(Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan, 2015), hlm. 2. 
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2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan program PPA-PKH? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui Upaya Program PPA-PKH  dalam memenuhi hak 

pendidikan pekerja anak di Kabupaten Temanggung 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Program PPA-PKH 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta bahan 

referensi untuk penelitian khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial mengenai 

upaya program PPA-PKH dalam memenuhi hak pendidikan pekerja anak 

di Kabupaten Temanggung 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai informasi, pengetahuan, dan masukan bagi lembaga terkait 

upaya program PPA-PKH. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pendidikan anak. 

E. Kajian Pustaka 

Sebagai rujukan dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti meninjau 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan. 

Beberapa penelitian tersebut antara lain: 
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Makalah Rizqa Fithriani, yang berjudul “ Pekerja Anak, Kemsikinan, 

dan Nilai Ekonomi Anak (Studi Kasus Provinsi Lampung Tahun 2011)16. 

Penelitian ini membahas tentang nilai ekonomi anak sebagai penyebab 

maraknya fenomena pekerja anak. Anak dianggap mampu membantu 

mencukupi perekonomian keluarga ketika mereka bekerja dibandingkan 

dengan ketika anak sekolah. Dalam penelitian didapatkan fakta bahwa jenis 

kelamin mempengaruhi jumlah pekerja anak. Pada anak laki-laki peluangnya 

untuk menjadi pekerja anak adalah 3,26 kali lebih besar dari pada anak 

perempuan. Provinsi Lampung memiliki tenaga kerja anak terbesar kedua di 

Sumatera setelah provinsi Sumatera Utara. Pada Juli 2012 terdapat 63,49% 

anak-anak yang berasal dari keluaraga dari status ekonomi 30% terbawah 

menjadi pekerja anak. Anak yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki 

kesempatan yang sama dengan anak lainnya akan pendidikan. Mereka tidak 

mampu atau bahkan tidak dimungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan 

pendidikan. Hal ini disebabkan karena umumnya mereka menanggung 

kewajiban untuk mencari nafkah atau membantu orang tua mereka dalam 

mencari nafkah.  Pada bulan  Juli 2012 setidaknya terdapat 12.109.967 pekerja 

anak berusia 5 hingga 15 tahun yang berasal dari keluarga dengan status 

ekonomi 30 persen terendah di Indonesia (Basis data terpadu TNP2K). 

Tingginya angka pekerja anak pada keluarga dengan status ekonomi terendah 

                                                           
16 Rizqa Fitriana, “ Pekerja Anak, Kemiskinan, dan Nilai Ekonomis Anak (Studi Kasus 

Provinsi Lampung Tahun 2011)”, makalah disampaikan dalam Child Poverty and Social 
Protection Conference, (Lampung: Biro Pusat Statistika, 10 – 11 September 2013). 
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menjadi perhatian sendiri bagi pemerintah berbagai kebijakan perlu 

dirumuskan untuk menangani permasalahn pekerja anak dan kemiskinan. 17    

Skripsi Zahratul Husnaini, mahasiswa Antropologi Sosial, Fakutas ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas yang berjudul “ Pekerja Anak Di 

bawah Umur (Studi Kasus Enkulturasi keluarga Pekerja Anak di Kota 

Padang)18 Enkulturasi adalah suatu proses dimana seorang individu menyerap 

cara berfikir, bertindak yang merasa mencerminkan kebudayaanya. Dalam 

proses enkulturasiini nilai-nilai budaya diinternalisasikan sehingga menjadi 

bagian dari kepribadian individu yang bersangkutan, yaitu dari cara seseorang 

bertindak. Setiap tindakan individu mencerminkan kepribadiannya juga yang 

memperlihatkan dari kebudayaan mana dia berasal. 

 Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab maraknya pekerja 

anak, di antaranya yakni kemiskinan lingkungan tempat tinggal dan teman 

sebaya. Kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab maraknya fenomena 

pekerja anak. Anak yang hidup di lingkungan yang lebih suka bekerja 

dibanding sekolah memberikan pengaruh yang besar terhadap tingginya 

jumlah pekerja anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

wawancara, observasi dan studi pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini yakni, 

pemikiran, pembelajaran dan budaya keluarga mendorong maraknya pekerja 

anak di Padang. 

                                                           
17 Ibid.,  
 
18  Zahratul Husnaini. Pekerja Anak dibawah Umur (Studi kasus Inkulturasi Keluarga Pekerja 

Anak di Kota Padang). Skripsi (Padang.: Jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Andalas,2011). 
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Hal ini muncul karena adanya anggapan orang tua bahwa nilai 

kemandirian anak dapat didapatkan dengan pembelajaran langsung dalam 

dunia kerja ketika mereka bekerja. Rendahnya perhatian dan kesadaran 

keluarga akan pentingnya pendidikan anak, pola pikir serta pengaruh 

lingkungan dan teman sebaya yang lebih senang bekerja dibanding sekolah 

menjadi faktor yang banyak mendorong tingginya jumlah pekerja anak.19 

Skripsi Dewi Rostyaningsih, Staf Pengajar Program Studi S1 

Administrasi Publik FISIP – Undip Semarang, yang berjudul “ Implementasi 

Program Penarikan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di 

Kabupaten Magelang”20 Penelitian ini menggunakan metodi kualitatif dengan 

wawancara mendalam terhadap narasumber. Titik tekan penelitian ini yakni 

manajemen dan implementasi kebijakan program PPA-PKH di Kabupaten 

Magelang. Hasilnya menunjukkan bahwa program PPA-PKH dinilai cukup 

efektif dari segi kebijakan dan dasar hukum dalam upaya mengurangi pekerja 

anak di Kabupaten Magelang sehingga memiliki kekuatan hukum dan mampu 

mengintervensi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan. 

Keberhasilan implementasi program ditunjukkan dengan statistik bahwa 

60% pekerja anak kembali ke dunia pendidikan, baik formal maupun non-

formal, sedangkan sisanya belum bisa dikembalikan ke dunia pendidikan. 

                                                           
19 Ibid. hlm. 17. 
 
20  Dewi Rostyaningsih, Implementasi Program Penarikan Pekerja Anak-Program Keluarga 

Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Magelang. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 1:1 
(Oktober, 2015). 
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Faktor penghambat program menurut penilitian ini, yakni kurangnya 

kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak.21    

Berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan, terdapat kesamaan dan 

perbedaan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaannya 

adalah penelitian sama-sama meneliti tentang pekerja anak dan faktor 

penyebab maraknya fenomena pekerja anak. Perbedaannya penulis belum 

menemukan penilitian  yang membahas tentang Upaya Program PPA-PKH 

Dalam Memenuhi Hak Pendidikan Pekeja Anak. Dengan alasan inilah peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian ini.  

F. Kerangka Teoritis 

1. Tinjauan tentang pekerja anak 

a. Pengertian anak 

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur dibawah 

18 (delapan belas) tahun. Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan 

khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak. Kebutuhan 

tersebut merupakan hak anak yang harus diberikan dan tidak bisa 

ditunda yaitu kebutuhan untuk pendidikan, bermain dan istirahat. 

Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal akan berpengaruh 

terhadap tumbuh kembangnya. Namun kenyataannya pada masyarakat 

terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini 

dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan 

                                                           
21 Ibid. hlm. 16. 
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pekerjaan. Sedang pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang 

tidak menguntungkan, orang tua sering melibatkan anak-anaknya 

untuk turut serta memikul beban keluarga.22 

b. Pekerja anak 

Terkait pekerjaan yang dilakukan oleh anak atau yang dikenal 

dengan istilah pekerja anak, sebenarnya pengabungan kata anak dan 

pekerja. Namun, terdapat beberapa pengertian yang diajukan oleh para 

peneliti terkait dengan pekerja anak. Menurut Bagong Suyanto, 

pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan secara rutin 

untuk kepentingan orang tuannya, untuk orang lain, atau untuk diri 

sendiri yang menggunakan sebagaian besar  waktu dengan maksud 

menerima imbalan atau tidak.23 Istilah anak-anak yang bekerja di sini 

merujuk kepada anak-anak berumur 10-18  tahun, anak-anak yang 

membantu orang tua mereka melakukan pekerjaan rumah tangga tidak 

dianggap sebagai anak-anak yang bekerja. Sebaliknya, anak-anak 

yang membantu orang tua mereka melakukan pekerjaan apapun untuk 

mendapatkan uang, dianggap sebagai bekerja. 

 

 

                                                           
22 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pedoman Pendampingan PPA-PKH (Jakarta: 

Direktorat Jendral Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan, 2014), hlm. 10. 
 
23 Bagong Suyanto, Pekerja anak dan Kelangusngan Pendidikannya, (Surabaya: Airlangga 

University Press, 2003),hlm.6. 
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2. Tinjauan tentang Hak-hak anak 

a. Pengertian hak 

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap 

orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam 

Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal 

yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat 

sesuatu.24 Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa hak merupakan 

sesuatu yang pantas dimiliki wewenang untuk untuk menuntut apabila 

hal tersebut tidak terpenuhi. 

b. Macam-macam hak anak 

Mengenai hak-hak anak Muhammd Joni Zulchaina Z. Tanamas 

menglompokkannya menjadi empat yang meliputi;25 

1) Hak terhadap kelangsungan hidup (survinal rights), yaitu 

hak-hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan 

mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar 

kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. 

2) Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak 

anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, 

tindak kekerasan dan keterlantaran khususnya bagi anak yang 

tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. 

                                                           
24  Pengertian hak. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak ( Diakses 12 April pukul 20.05) 
 
25 Muhammad Joni dan  Zulchaina Z, Aspek Hukum Perlindungan Anak  Dalam Perspektif 

Konvensi Hak Anak, ( Bandung : PT. Citra aditya Bakti, 1999), hlm.35. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak
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3) Hak untuk tumbuh kembang (development rights), yaitu hak-

hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan, baik itu 

pendidikan formal atupun informal. Pendidikan bagi anak 

sifatnya sangat penting dan pendidikan yang layak 

merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Setiap anak 

berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

minat dan bakatnya. 

4) Hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak-hak 

yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat tentang 

segala hal yang mempengaruhi anak. 

3.   Tahapan Penanganan Pekerja Anak 

Program Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung 

Program keluarga Harapan (PPA-PKH) merupakan program Pemerintah 

dalam rangka mengurangi pekerja anak. Program PPA-PKH dilaksanakan 

dengan menarik pekerja anak ke pendidikan melalui pendekatan 

pendampingan. 

Pendamping merupakan fasilitator, pendidik dan dinamistor untuk 

melakukan perubahan kehidupan, termasuk pada pekerja anak. Dalam 

kontek PPA-PKH pendamping harus memahami masalah pekerja anak 
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yang situasinya putus sekolah dan bekerja.26  Menurut Zubaedi peran 

seorang pendamping adalah sebagai berikut:27 

a) Peran pendamping sebagai motivator 

Pendamping berusaha menggali potensi sumber daya manusia, alam 

dan sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang 

kendala maupun permasalahan yang dihadapi. 

b) Peran pendamping sebagai komunikator 

Pendamping harus mau menerima dan memberi informasi dari 

berbagai sumber kepada masyarakat untuk dijadikan rumusan dalam 

penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta alternatif 

pemecahan masalahnya. 

c) Peran pendamping sebagai fasilitator 

Pendamping berusaha memberi pengarahan tentang penggunaan 

berbagai teknik, strategi, dan pendekatan dalam pelaksanaan program. 

Tahap pendampingan, merupakan satu setrategi yang sangat menentukan 

keberhasilan progam pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerja 

sosial yaitu “ membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri” peran 

pekerja sosial adalah sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau 

                                                           
26 Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pedoman Pendampingan PPA-PKH  

(Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Ketenagakerjaan, 2017), hlm7.  
27  Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 

2013), hlm.64. 
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pemecah masalah secara langsung.28 Adapun tahapan yang dilakukan 

pendamping dilakukan melalui: 

Max Siporin mengklasifikasikan proses intervensi ke dalam lima 

tahap, yaitu: 

1) Engagement, Intake and Contract yaitu pendekatan awal kepada klien 

agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik.29 Tahap ini pekerja 

sosial melakukan perkenalan kontrak dengan klien terkait persetujuan 

tentang proses pada tahap intervensi selanjutnya. Kontrak ini berisi 

kesepakatan waktu dan tujuan/output intervensi 

2) Assessment atau proses pengidentifikasian yaitu menganalisis suatu 

keadaan atau situasi agar diperoleh informasi dan peta masalah yang 

dapat digunakan untuk merancang rencana intervensi atau penanganan 

masalah.30 Assessment juga merupakan penilaian atau penafsiran 

terhadap situasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. 

Assessment mempunyai dua tujuan, yaitu membantu mendefinikan 

masalah dan menunjukkan sumber-sumber yang berhubungan dengan 

kesemuannya.31 

                                                           
28 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Rakyat; Kajian 

Setrategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial (Bandung : Refika Aditama, 
2005), hlm.93. 

 
29  Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri, cet. 2 (Bandung: Alvabeta, 2009), 

hlm. 115. 
  

30  Ibid., hlm 93. 
 
31 Dwi Heru Sukoco, Praktik Pekerjaan Sosial Dan Proses Pertolongannya,, hlm. 157. 
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3) Planning  atau tahapan perencanaan adalah suatu proses rasional yang 

melibatkan design untuk melakukan tindakan agar mencapai tujuan 

yang spesifik di masa yang akan datang. Perencanaan intervensi 

merupakan perubahan dari pendefinisian masalah kepada solusi 

masalah, apa yang akan dilakukan, bagaimana, oleh siapa dan dalam 

sequence apa. Pada tahapan ini pula ditetapkan tujuan yang ingin 

dicapai.32 

4) Intervention yaitu penanganan pekerja sosial terhadap klien. Dalam 

hal ini pekerja sosial  melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan 

sesuai dengan kontrak dan intervensi dilakukan berdasarkan hasil 

assessment yang telah diperoleh. Pekerja sosial membantu klien  

memecahkan masalahnya.33 

5) Evaluation and Termination yaitu evaluasi sebagai proses 

pengawasan pekerja sosial dan klien terhadap pelaksanaan pemecahan 

masalah yang sedang berjalan. Apakah tujuan intervensi yang 

diinginkan sudah tercapai atau belum.34 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research, yaitu 

penelitian dengan subjek atau masalah yang berkaitan dengan latar 

belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti beserta interaksinya 
                                                           

32 Ibid., hlm. 173 
 

33 Ibid., hlm. 178 
 

34 Ibid., hlm. 182 
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dengan lingkungan.35 Metode penelitian kualitatif digunakan untuk 

mengungkapkan suatu masalah yang terjadi kemudian menganalisa 

informasi dengan data yang didapat. Data hasil wawancara (interview), 

catatan lapangan, dokumentasi dari foto, dokumentasi pribadi, catatan atau 

memo dan dokumentasi  lainnya yang bisa digunakan sebagai sumber 

data.36 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SATWASNAKER (Satuan Pengawasan 

Ketenagakerjaan) Wilayah Magelang. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber 

informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang 

diteliti, baik sumber langsung maupun tak langsung. Sumber informasi 

mengenai variable penelitian didapatkan dari subjek dengan menggunakan 

data maupun keterangan penelitian.37 

Subjek dalam penelitian ini adalah 3 penerima manfaat (pekerja 

anak), 2 pendamping dan 3 tim pelaksana progam PPA-PKH. Pengambilan 

sampel dari subjek penilitian menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan jenis penarikan sampel dengan tujuan 

khusus yaitu melihat situasi. Memilih informan harus sesuai dengan pokok 
                                                           

35 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam 
Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hlm. 21. 

  
36 Lexi J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

hlm.6. 
 

37 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.35. 
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masalah penelitian dan mengidentifikasikan masalah-masalah khusus yang 

sesuai dengan penelitian.38 

Jadi purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel secara 

sengaja oleh peneliti, dengan menentukan sendiri sampel yang akan 

diambil karena pertimbangan tertentu sesuai dengan teori yang digunakan.  

Sedangkan objek penelitian sebagai masalah yang akan diteliti 

adalah upaya program penarikan pekerja anak-program keluarga harapan 

(PPA-PKH) dalam memenuhui hak pendidikan pekerja anak di Kabupaten 

Temanggung 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a) Observasi  

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara pengamatan terhadap perilaku dan lingkungan, 

baik sosial dan material individu atau kelompok yang diamati.39 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara 

sistematis terhadap fenomena subjek yang relevan untuk menjawab 

masalah atau pertanyaan.40 Jenis observasi yang digunakan peneliti 

bersifat non partisipan, artinya peneliti tidak terlibat dengan beberapa 

                                                           
38 W. Lawrence Neuman, Social Research Methods Qualitative And Quantitative Approaches, 

cet. 7 (Boston: Allyn And Balcon, 2000), hlm. 198. 
 

 39 Bob Susanto. 2015. 13 Pengertian Observasi Menurut Para Ahli Lengkap, 
http://www.seputarpengetahuan.com/2015/06/13-pengertian-observasi-menurut-para-ahli.html. 
(Diakses Sabtu, 25 Maret 2017) 

 
40 Lexi J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

hlm.177. 
 

http://www.seputarpengetahuan.com/2015/06/13-pengertian-observasi-menurut-para-ahli.html
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kegiatan sehari-hari terhadap subjek yang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian tetapi tidak semuanya.41 

b) Wawancara  

Wawancara (Interview) merupakan metode tanya jawab lisan, 

berhadapan langsung, dan bertatap muka, dengan menggunakan 

komunikasi langsung yang dilakukan terhadap responden yang 

menguasai materi.42 Wawancara dalam penelitian ini merupakan 

wawancara terstruktur, di mana terjadi interaksi verbal antara peneliti 

dan respondan serta terjadi komunikasi 2 arah.43 

Wawancara telah dilakukan terhadap pekerja anak, pendamping 

dan pihak terkait dengan program guna mendapatkan data berupa data 

pekerja anak, proses dari awal sampai akhir, serta keterkaitan manfaat 

program bagi pendidikan pekerja anak. 

c) Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan sumber data yang berasal dari catatan 

peristiwa yang telah berlalu berupa tulisan, gambar atau karya-karya 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. 

Dokumen gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lainnya, 

                                                           
41 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, cet. 5 (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 66. 

 
42 Sukandarrumidi, Metode Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula.  (Yogyakarta: 

Gadjah mada University Press, 2002), hlm.78. 
 
43 James A Black dan Dean J. Champion. 2009. Metode dan Masalah Penelitian Sosial, (PT. 

Refika Aditama, Bandung) hlm.325. 
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sedangkan dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang 

berupa gambar, patung, film dan lain-lain.44 

. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa 

data peserta program PPA-PKH di Kabupaten Temanggung, 

dokumentasi foto peserta, pendamping, dan pelaksana program PPA-

PKH serta gambar-gambar yang penulis dapatkan saat melakukan 

penelitian. 

5. Analisis Data  

Model data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan yang 

berfungsi menjelaskan dan menerangkan hasil yang diperoleh dari 

penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada konsep 

Mathew B. Miles dan A Michael Huberman, yaitu:45 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hal  

ini dimaksudkan agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah dalam melakukan pengumpulan data secara 

berkelanjutan.  

 

 

                                                           
44 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, cet. 20 (Bandung: Alfabeta, 

2014),hlm. 240. 
 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, cet. 20 (Bandung: Alfabeta, 

2014),hlm.246-253.  
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b. Penyajian Data 

Penyajian data menjadi tahapan dalam menyusun data,yang 

bertujuan untuk penarikan kesimpulan ataupun pengambilan tindakan 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data yang disajikan adalah jenis 

data kualitatif dalam bentuk deskripsi dan narasi 

c. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah proses pemaknaan atas apa yang 

dilakukan, baik berupa benda, proses, sebab akibat, pola dan 

keteraturan, dan penjelasan sebagai kesimpulan dari penelitian. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, bila 

dalam prosesnya tidak terjadi perubahan, maka kesimpulan dianggap 

valid dan kredibel (terpercaya). 

Tahapan analisis data yang peneliti lakukan yakni dengan 

mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian mengklasifikasi dan 

mengklarifikasi. Selanjutnya analisis dilakukan dalam bentuk kalimat 

yang sederhana dan mudah dipahami sebagai penjelas agar bisa 

didapatkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.  

6. Uji Keabsahan Data  

Validasi data digunakan sebagai salah satu instrumen dalam 

menentukan valid tidaknya data dalam model penelitian kualitatif. Peneliti 
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menggunakan teknik triangulasi dalam menguji validitas data penelitian.46. 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan terhadap keabsahan data dari 

berbagai seumber dengan berbagai cara dan waktu sebagai pembanding 

terhadap data.47 Penelitian ini menggunakan jenis triangulasi sumber yaitu 

membandingkan dan menguji derajat kepercayaan suatu informasi dari 

hasil data yang diperoleh.  

Langkah-langkah penggunaan triangulasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :48 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

b. Membandingkan wawancara individu dengan wawancara resmi dari 

lembaga 

c. Membandingkan pendapat pribadi dan pandangan umum 

d. Membandingkan tentang situasi penelitian dengan kondisi normal 

sepanjang waktu 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

H. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman skripsi, maka 

perlu disusun pembagian sistematika penulisan ke dalam beberapa bagian.  

                                                           
46  Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatin Kuantitatif), 

(Yogyakarta: UII Press, 2007) hlm. 145. 
 
47  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, hlm. 125. 
 
48  Lexi J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 178  
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BAB I. Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

BAB II. Dalam bab ini penulis membahas mengenai sejarah PPA-

PKH, gambaran umum Kabupaten Temanggung, letak geogafis, tugas dan 

kegiataan PPA-PKH, proses penerimaan. 

BAB III. Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Upaya Program PPA-PKH dalam memenuhi hak pendidikan pekerja anak 

dan hambatan pelaksanaan program. 

 BAB IV. Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

beserta  lampiran dokumen yang mendukung penelitian ini.  
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BAB IV 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Program PPA-

PKH dalam memenuhi hak pendidikan pekerja anak di Kabupaten 

Temanggung Tahun 2014-2017 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 

1. Program PPA-PKH yang dilaksanakan oleh SATWASNAKER  

(Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan) efektif dalam mengurangi 

angka pekerja anak dan anak putus sekolah yang ada di Kabupaten 

Temanggung. Seluruh pekerja anak dan anak putus sekolah ditarik 

dari tempat kerja kemudian dilakukan pendampingan di shelter dan 

kemudian dikembalikan ke pendidikan baik formal maupun non- 

formal 

2. Peserta program PPA-PKH diberikan pendampingan baik saat di 

shelter maupun pasca shelter. Pada saat di shelter peserta diberikan 

motivasi agar mempunyai semangat untuk kembali ke pendidikan, 

fasilitas dan kegiatan yang mendukung kegiatan juga diberikan 

pada saat pelaksanaan di shelter. Pada saat pasca shelter peserta di 

daftarkan ke sekolah baik formal maupun non-formal. 

3. Faktor yang menjadi penghambat program PPA-PKH adalah 

kurangnya motivasi dari anak baik karena pengaruh lingkungan, 

orang tua maupun teman sebaya dan ekonomi keluarga yang 

kurang mampu. 
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B. Saran 
1. Sebaiknya setiap kecamatan memiliki data yang valid tentang 

pekerja anak dan anak putus sekolah  yang ada di wilayahnya, 

sehingga dapat mempermudah dalam peekrutan peserta progam 

PPA-PKH. 

2. Sebaiknya pelaksana program dari SATWASNAKER (Satuan 

Pengawasan Ketenagakerjaan) memberikan biaya untuk kelanjutan 

pendidikan peserta Program PPA-PKH. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan meneliti kegiatan saat di 

shelter 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. PELAKSANA PROGAM 

1. Jelaskan  mengenai progam PPA-PKH ? Progam itu  awalnya dari mana? 

2. Sejak  tahun berapa di mulainya progam PPA PKH di Temanggung?  

3. Faktor apa yang melatarbelakangi berdirinya  progam PPA-PKH? 

4. Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan progam PPA-PKH dari 

mana? Dan digunakan untuk apa saja?  

5. Apa tujuan dilaksanakannya progam PPA-PKH? 

6. Apa manfaat dari pelaksanaan progam PPA-PKH? 

7. Bagaiman mekanisme dalam perektutan pekerja anak? 

8. Apa kriteria atau sasaran pekerja anak untuk mengikuti PPA-PKH? 

9. Perataan sasaran dalam Pelaksanaan Program PPA-PKH apakah setiap 

kecamatan ada atau acak ? 

10. Fasilitas apa yang diberikan kepada pekerja anak saat di shelter? 

11. Seberapa besar keberhasilan progam PPA-PKH dalam mengembalikan 

pekerja anak ke dunia pendidikan? 

12. Apa saja faktor penghambat tercapinya tujuan progam PPA-PKH? 

13. Bagaimana jika alumni PPA-PKH ingin melanjutkan sekolah, biaya 

pendidikan di tanggung oleh siapa? 

14. Bagaimana dukungan pemerintah terdadap pendidikan peserta PPA-PKH? 

 

 



B. PENDAMPING 
 

1. Apa manfaat progam PPA-PKH menurut anda? 

2. Apa tujuan progam PPA-PKH menurut anda? 

3. Jelaskan bagaimana proses saat perekrutan PPA-PKH? 

4. Dalam perekrutan pekerja anak apakah metara di setiap kecamatan? 

5. Apa yang menjadi pengambat saat melakukan perekrutan pekerja anak? 

6. Apa faktor yang menyebabkan anak memilaih bekerja dari pada sekolah? 

7. Apakah ada kriteria dan batasan saat anda mencari pekerja anak/penerima 

manfaat? 

8. Apakah Data pekerja anak/penerima manfaat sudah di tentukan? 

9. Sejak kapan progam ini dilaksanakan? Dan  katanya Progam ini dilakukan 

selama 4 bulan, jelaskan proses pada bulan 1, 2, 3 dan ke 4? 

10. Apa saja kegiatan yang dilakukan saat di shelter untuk pekerja anak? 

11. Apa manfaat yang di dapat pekerja anak ketika di shelter? 

12. Di dalam shelter anda mendampingi berapa peserta? Dan apa yang anda 

lakukan? 

13. jelaskan tentang cara yang dilakukan oleh anda saat melakukan 

pendampingan pasca shelter? 

14. Fasilitas apa yang diberikan kepada pekerja anak saat di shelter? 

15. Masalah/hambatan apa yang di alami pekerja anak ketika sudah masuk 

sekolah? 



16. Faktor apa yang menyebabkan anak tidak kembali ke pendidikan? Dan 

solusi apa yang dilakukan anda sebagai pendamping untuk menanggulangi 

masalah tersebut? 

17. Apa peran anda sebagai pendamping? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. PENERIMA MANFAAT 
 

1. Anda ikut progam PPA-PKH tahun berapa? 

2. Anda tamatan apa sebelum mengikuti progam PPA-PKH? 

3. Sebelum ikut PPA-PKH anda pernah bekerja atau tidak? Jika iya 

bekerjakerja dimana? 

4. Apa faktor yang menyebabkan memilih bekerja dari pada sekolah setelah 

pelaksanaan progam PPA-PKH? 

5. Apa yang di lakukan pendamping saat di shelter? 

6. Ketika anda ingin sekolah biaya ditanggung oleh siapa? 

7. Apa manfaat progam PPA-PKH bagi anda? 

8. Fasilitas apa yang diberikan kepada anada saat di shelter? 

9. Apa saja kegiatan yang dilakukan saat di shelter? 

10. Fasilitas apa yang di bertikan ketika anda ingin melanjutkan sekolah? 
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